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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 1eel-1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan,
penanganan dan pendampingan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak di Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tabalong;

b. bahwa untuk memudahkan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) perlu orientasi
dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan
dan hak-hak anak korban kekerasan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka
perlu  menetapkan  surat keputusan  kepala
DINSOSP3AP2KB  tentang Standar  Operasional
Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan di
Unit Pelaksana  Teknis Daerah  Perlindungan

Perempuan dan Anak di Kabupaten Tabalong;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat IT Tabalong Dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
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tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1965 Nomor 5l,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai  Penghapusan
segala bentuk Diskriminasi terhadap  Wanita
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4046);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

(Trafficking) Perempuan dan Anak;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 634);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
DaerahKabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomer 41);

D *Raiaas

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 47);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan @ SURAT KEPUTUSAN KIEPALA DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERIENCANA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL  PROSEDUR  PENANGANAN  KORBAN
TINDAK KEKERASAN PADA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DI KABUPATEN TABALONG.

PASAL 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ini yang dimaksud dengan :

1.

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentupada Dinas.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Minimal bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah
langkah-langkah standart yang harus di lakukan dalam memberikan
pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang
meliputi 8 (delapan) jenis pelayanan, yaitu Penanganan Pengaduan,

Pelayanan PSlkOIOg‘., Pelayanan Kesehatan Pelavanan I(anPhng

aavovaiiaiiiaay 4 valay Laaalaas ARV AL hLaL

Agama, Bantuan Hukum, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan
Reintegrasi Sosial.

Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap  tindakan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang Dberakibat atau
mungkin berakibatkan kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang baik  yang terjadi di ranah
publik atau kehidupan pribadi.

Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan
adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

avalaiilias aavaavalidlaas vvasalh-n Ape

diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Intervensi krisis adalah keadaan korban tidak dalam kondisi
yang memadai untuk dapat dilakukan wawancara  atau

nembuatan ~And A~ At Whnwnt !
prcuivuatall KCbde!\dell Ull\dl Clldl\d.ll ccucia dtdu bLl COd vciar/

ketakutan dengan keamanan dirinya.
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Penyangkauan  adalah  dilakukan  karena  kotban  tidak  dapat
langsung  datang ke unit  pelayanan  (termasuk  di Rumah
Sakit) yang merupakan sebaga tindak lanjut dan
pengaduan  melalui  sms, telepon atau surat serta pemberitaan di

~

medin maoeen

....................

2 T adatals gan agnmlencos ace dantlen s | N T A o e s sssaih Llasiam
o. RUjuRdn  adaran MCTCKOINCTIUASIKAI KOTDdIl UCTIEAI  urit I'dy'd“;il'l
lain atau menerima rekomendasi dari unit layanan lainnya.

Q.  Konselor adalah petugas/tenaga yang mempunyai kemampuan
dan terlatih di bidangnya sesuai dengan keilmuannya.

10. Assesment adalah suatu proses yang dilakukan  untuk
mengumpulkan informasi, data-data yang berkaitan  dalam
membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat
dengan permasalahannya terhadap perempuan dan anak.

11. Ketua adalah posisi tertinggi dalam unit Lembaga Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah ter organisir.

12. Petugas Identifikasi adalah petugas yang bertugas untuk
membedakan tindakan kekerasan vang dialami korban apakah

kekerasan terhadap anak atau perempuan.

13. Petugas Administrasi adalah petugas yang mencatat segala kegiatan
yang berkaitan dengan surat menyurat, pembukuan ringan,

i ot aon mn rang bers! Lotatar an
ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan.

14. Naskah kesepakatan adalah rancangan sebuah pemahaman
yang di negosiasikan antara dua pihak atau lebih secara legal kompeten
yang memiliki kekuatan hukum yang dituangkan dalam suatu naskah/
kontrak perjanjian.

Pasal 2
Maksud  ditetapkannya ~ SOP  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai pedoman dalam

memberikan  kepastian  prosedur pelayanan pendampingan  bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

SOP Unit Pelaksana Teknis Daerah bertujuan agar pelayanan
pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
Kabupaten Tabalong lebih berkualitas, efektif dan efisien dengan prosedur

yang di standarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
mamnn mberikan kcpaslian hukum dalam kualifikasi dan nnlal(ef\na'\nnya
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Pasal 4

Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan dan
Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan
pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai
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pemberian  layanan terpadu  bagi  perempuan  dan  anak korban
kekerasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Responsif Gender
Semua petugas pelayanan harus peka gender, harus dapat melakukan
penyadaran terhadap korban akan masalahnya dengan peka gender dan

hnrne danat melaknlkan nemherdavaan terhadan  karhan
I e e S ANLIA SonAsas

to

Non Diskriminasi

Setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan
berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun
boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas
kedaruratan kondisi yang dialaminya.

3.  Hubungan Setara dan Menghormati
Siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan
dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan,
nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas
pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban
yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu

Aitnninkkan dalam nracee mendenocarkan naraci knrhan atag kacne vano

dituniuxesn Qaiam preses mencen garyan naras! xoroan 8ias xesu 2 yaug
dialaminya.

4. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan
Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi
layanan harus di jaga kerahasiannya dan diketahui hanya oleh orang
yang relevan dalam pemberian pelayanan. Petugas harus menyampaikan
prinsip ini kepada korban.

s Memheri Raca Aman dan Nvaman
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Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam
keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.

6. Menghargai perbedaan individu
-----------------------
latar belakang, pengalaman hidup dan coping mechanism (cara
menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan
antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

Tidalr Menahalrimi
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Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi
korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau
dihakimi.

8. Menghormati Pilihan atau Keputusan Korban Sendiri

o~

Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban,
mulai dari proses wawancara (termasuk pencatatan data atau
menggunakan perekam) penanganan kasus hukum sampai rehabilitasi
sosial. Oleh karena itu petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan
dari setiap tindakan yang akan diambil, termasuk keuntungan, kerugian
dan konsekuensi bagi klien. Setiap masalah memerlukan langkah solusi
yang biasanya adalah kristalisasi dari beberapa pilihan. Tugas pemberi

lavvanan hulran mamhnatlran Larmiitiican nintuly Larhan tatani
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10.

11.

12.

mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat
keputusan sekaligus bertanggung  jawab atas pilihan yang diambilnya
Banyak perempuan yang tidak pernah  sekalipun  dalam hidupnya
membuat keputusan untuk dirinya sendiri

Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban

Kadang kadang korban berasal dari dacrah atau latar belakang ekonomi,
pendidikan  dan  lingkungan  yang tidak sama dengan  petugas
Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang
dnnmwmh oleh korban - Akhir-akhir ini semakin hmt ak peremouan

(hml)('l/dw\hlr yang menjadi  korban kekerasan, npdk(lh yang
tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental.
Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penerjemah yang
dapat diambil dari para guru Sckolah Luar Biasa (SLB).

Cepat dan Sederhana

Pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan
vang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan
berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban

harus diiamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang
sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan
lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu
surat pengantar/rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya

berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi

kasusnya.

Empati

Petugas harus menerapkan sifat empati, yakni kesanggupan untuk
menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban).
Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat
terbuka menceritakan persoalannya.

Pemenuhan Hak Anak

Korban yang berusia dibawah 18 tahun berhak atas penghormatan
dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup,
pengembangan, perlindungan dan partisipasi sebagaimana diatur
dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child).
Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak

Mvassnvace

a. Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan
kesejahteraan sosial, kepolisian, pengadilan, otoritas administratif
atau lembaga legislatif, harus menjadikan kepentingan terbaik untuk
anak sebagai pertimbangan utama.

b. Selama proses penanganan berlangsung, korban anak perlu
mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan
akses kepada orang tua.

c. Korban anak memperoleh hak dan perlindungan yang
sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan,
yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik
atau pendapat lain, etnis atau kehidupan  sosialnya,

l(pnpmlhllan disahilitas kelahiran atau status !alnnya
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d. Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak
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¢. Kothan anak diberikan haknya untuk bebas  mengekspresikan
pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang
betkaitan  dengan  proses hukum, perawatan dan  perlindungan
sementara serta identifikasi dan implementasi solusi

selamutnya,  Pandangan  anak  tersebut  diberikan  tidak
melebiht takaran  sehubungan  dengan  usianya,  kematangan,
perkembangan  kapasitasnya  dan  kepentingan  terbaik  bagi

dininya.

f. Korban anak dilengkapi akses terhadap informasi tentang segala hal
yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang
tersedia dan proses reunifikasi keluarga dan/atau repatriasi.
Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti
oleh korban anak.

g. Informasi yang dapat mebahayakan korban anak dan atau
keluarganya, tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua
langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas korban

anak. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada
identifikasi korban anak dan /atau keluarganya, tidak diungkap

pada publik atau media. Izin dari korban anak hendaknya
dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkap

informasi yang sensitif.

—

Identifkasi etnis, kultur

Saavarasiaws “eaaavy ARvAsL ALy AT st

dihormati setiap saat. Dukungan dlbenkan kepada korban
anak dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk
menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan dan agamanya.

Pasal 6

1) Ruang lingkup SOP Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak meliputi:
a. SOP Layanan PFA.
b. SOP Pengaduan Masyarakat.
SOP Penjangkauan Korban.

B o

SOP Pegelolaan Kasus.

SOP Penampungan Sementara.
SOP Mediasi.

g. SOP Pendampingan Korban.

™ O

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

cana Kabunaten Tabhalono

“Adara r \M\IAAP
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Pasal 8

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemljerdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengg¢ndalian Penduduk dan
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TABALONG
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DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
jentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan. .

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar
Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

SOP Layanan PPA
SOP Pengaduan Masyarakat
SOP Penjangkauan Korban
SOP Pengelolaan Kasus

SOP Penampungan Sementara
SOP Mediasi

(NN DR =

1. Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam
bekerja dengan Perempuan/anak dan Keluarga.

2. Pendampingan memperhatikan kebijakan, persyaratan serta
mekanisme prosedur dalam standar layanan.

3. Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun.

4. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan
persctujuan Penerima manfaat (informed concernt)

5. Petugas wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat.

Nomor SOP No :100.1 W
Tl Pembuatan | 12Februari 2026
| Tgl. Revisi 12 Februari 2026 4 ]
Tgl. Efcktif 12 Februari 2026 -
Kepala |
Disahkan oleh
(H.$
Judul SOP Standar Operfasi
Penanganan Korban Tindak
Kekerasan ada Pelayanan Unit
Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Tabalon

1. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan

petugas.

2. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus
dilaksanakan.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan

dalam setiap iahapan,

1. Ruang khusus konseling, peralatan komputer, kamera, alat

rekam, telepon, internet/tesa,

Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto.

1. Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan.
2. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir.

lll’.lt'.\‘
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Mitta Baku

:
:

Lavanan Kelengkapan Waktu Ouppit

]

{ avanen { rn Modiat rh Penamput :
Rujukan ;
!

!

pem s che Neschatan Penegahan or Sosial gan
— dag : sementar

Bantpan }

ATrIRTFrA
hunts hwia

i
]
!
!
}
n
|
:

AKhir
KemenPPPA
hokoum

1 Produk 20 menit | Laporan Sop
Meserima laporen i administrasi pengaduan | Layanan
? layanan korban Pengaduan
pengaduan diterima (sop
Mikro/spesif
ik)
. Produk 60 menit | Laporan Idem
Fikas: laporsn administrasi pengaduan
layanan korban
pengaduan dianalisa
Daftar 1x24 Keputusan Idem
lembaga/manajer | jam rujukan
kasus di pusat, diperolch
provinsi, dan mengacu
kab/kota pada hirarki
. rujukan.
| Produk 1x24 Layanan SoP
1; administrasi/ jam penjangkau | Layanan
| formulir layanan an diterima | Penjangkaua
i penjangkauan korban n Korban
' Produk 1-4 Layanan SopP
' administrasi/ minggu | rehabilitasi | Layanan
i formulir layanan medis Rehabilitasi
. rehabilitasi medis diterima Kesehatan
i korban (OPD Reh
! Kes)
! : Produk 3-6 Layanan Sop
; i j administrasi/ bulan penegakan | Layanan
{1 | ! | formulir layanan hukum dan | Penegakan
. ' i ; ; penegakan hukum bantuan Hukum dan
f { “ ! ; hukum Bantuan
\} 3 ; | . diterima | Hukum
i ! | ; | v korban (APH dan
: y Y L : v - y Pengacara)
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Tlahsana

™ . Medigt 14\ Fehampuh Lay "‘-b"
R Keschatan  {Fevegakan or Sosial Lan """'k+"
L"“"’" dan sementara
{ Bantuan KemenPPPA
hokuth :
; | Produk l:lgﬂ,"“_“
{ administrasi mediasi
Ian g modad ’ I layanan bantuan diterima PTD dan
| ‘ hukum dan korban u e
; | .' i mediasi cwr - — ;40?'3
5 et 1 f { [ | roduk & yanan Aex ot
' S | ‘ ll Edministrasi bulan rehabilitasi | Rehabilitast
rehat ims: sosasl ‘ : layanan sosial, Sosial,
——— , ; ; rehabilitasi sosial pemulanga | Pemulangan,
s o i { pemulangan dan n,dan | dan y
! { | reintegrasi reintegrasi | Reintegrasi
‘ ; diterima | (OPD
| | | korban Sosial)
¢ | mtehe j z | Produk 1 minggu | Layanan
anar | i i administrasi -6bulan | penampung
Pt T i | - layanan an
S— ! ‘ penampungan sementara
{ | | sementara diterima
! ' & korban g
¥ . Mamberis ? ? Surat rujukan, 2x24 Layanan SoP
Sy el { laporan kasus jam komprehen | Layanan
sidw g UPTD , 5 sifsesuai | Rujukan
PP | kebutuhan | Akhir
! ‘ ‘korban (KemenPPP
i 4 | A)
| Variabel-variabel | 20 menit | Data SOP
‘ utama dari semua korban Pendataan
| layanan KTP SIMPONI
A diinput ke | (KemenPPP
[ e |
I SIMPONI
Produk 30 menit | Data SOP
administrasi dari korban Pendataan
| semua layanan KTP dari SIMPONI
"_J seluruh (KemenPPP
layanan A)
digabungka
ndan
dianalisa

Dipindai dengan CamScanner
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L

H

a Menenma pengaduan langsung.

b Menenma pengaduan tidak
langsung melalu surat, email,
ataupun whatsapp.

Mengumpulkan  data awal

fikasi masalah

KTPRBG AMPK atau tidak. Untuk

mengklarifikasi masalah  kepada

pemenntah atau stakcholder setempat.

T Monyemikan asil identifikasi swal |
e

dan

Bukan masalah
KTP/KBG/AMPK

Petugas pengaduan, meja, Kertas,
pulpen, laptop, Form
ulirPengaduan/Pelaporan P
Email/surat/\\ \/pengaduan/surat
rujukan/pelimpahan dari dacrah lain

Detail Informasi tentang Perujuk,
Permasalahan  perempuan/anak-
uraian masalah perempuan/anak
SIMFONI PPA

2. Jika Penerima
membutuhkan
penerjemah  (termasuk  untuk
disabilitas) perlu disediakan

manfaat

1. Formulir Detail iiercmpuan/annk. |

bantuan

| Pengaduan/pelaporan diterima

1. Ada data detail calon Pencrima
| manfaat, informasi perujuk/pelapor
masalah

| dan uraian singkat

'~ perempuan/anak.

. 2. Penerima manfaat dengan
~ kebutuhan penterjemah terfasilitasi

| 3. Status  kependudukan Penerima
| manfaat terverifikasi. i
| 4. Pclapor mendapatkan informasi

i layanan dan memahami layanan
| yang tersedia dan mekanismenya

| 5. Masalah KTP/KBG/AMPK
terverifikasi dan pelapor kasus yang
| tidak memenuhi syarat
KTP/KBG/AMPK  mendapatkan
informasi layanan selain layanan
| PPA

Informasi  tentang
Permasalahan Perempuan/anak-

SIMFONI PPA
_2. Informed consent
kasus, identifikasi risiko dan
kasus (masalah perempuan/anak,
kesejahteraan

PPA)

1. Detail Perempuan/anak, Detail
Perujuk,

uraian masalah perempuan/anak

keselamatan, dan kewenangan atas

Perempuan/anak,
kebutuhan keluarga, komunitas,
situasi pengasuhan di SIMFONI

. Pendamping PPA mendapatkan |
hasil identifikasi awal Penerima
manfaat. i

| 2. Penerima manfaat

| mendapatkan layanan PPA.

setuju |

Formulir untuk asesmen kronologis = 90 Taambaral‘x—l‘(-n;;dlbvgg kasus dan iwsTlA

identifikasi risiko/kesclamatan |
Penerima manfaat dan kewenangan
atas kasus tersedia

|
i
|
i
|
,
{
|
{
1
|
{
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Rronologis kasus, nsiko keselamatan

Menghomunikasikan  hasil  asesmen
padas Kepala UPTD PPA unmk
persctujuan undak lanjut

2  Risiko tinggi lamut ke layanan
hedsruratan

b Jika bukan risiko tinggi dan tidak
memenuht syarat layanan
KemenPPA  dipelimpahan ke
daerah rang memiliki
Kewenangan

¢.  Bukan nsiko tinggi. Pendamping
PPA melanjutkan asesmen

Risiko tinggi kesclamatan dan integritas
fisik dan psikis Penerima manfaat terancam,

yika udak dap per 1gan segera
dapat berakibat pada cedera yang serius,
Sl e athn

P

crra

hahl L,

seksual

3. Rencana home visit

" 1. Surat pengantar rujukan
' 2. Informasi

pengaduan  tidak

langsung

I.Gambaran Kronologis kasus dan |
risiko/keselamatan Penerima
manfaat tersedia

| 2.Hasil asesmen biopsysosial tersedia

Rencana home visit terlaporkan

| 3.Tersedia rencana home visit dan
 kelengkapan administrasi Jainnya.

)

»

Risiko sed. Penenima fa 2al kesul

masaiar dsr puith dan dampab

hd

udak P yclesail
sehingea bensiko menghadapi

ancarman pengulangan =

r'“ld-;;owmtuikohol’mim-

i
|
|
|
l
|

mantsst yiks ndak riboan Loy untuk ap

.

Bukan kewenangan pusat (SOP Pelimpahan) ]

kedaruratan untuk kasus yang
termasuk dalam risiko tinggi

2. Formulir pemindahan SIMFONI
PPA- untuk kasus yang termasuk
risiko tidak tinggi dan harus

ditranfer ke UPTD
Prov/Kab/Kota yang memiliki
kewenangan

2.Rencana layanan kedaruratan untuk
risiko tinggi dan surat rujukan '
segera untuk layanan kedaruratan
(Form Rujukan SIMFONI PPA
terisi dan disetujui oleh Kepala
UPTD PPA) |
3.Penerima manfaat mendapatkan |
dukungan untuk mengakses layanan
kedarurat yang dibutuhkan |
4.Penerima manfaat dengan risiko
sedang/rendah dan tidak memenuhi
syarat kewenangan dilimpahan ke
UPTD Prov/Kota/Kab yang
berwenang. i
5.Manajer Kasus -PPA dan Kepala |
UPTD PPAberkoordinasi dengan
UPTDP/DPPDA yang berwenang

|
| Formulir Detail Perempuan/anak, = 30 1.Gambaran kronologis kasus dan
| Detail Informasi tentang Perujuk, | menit risiko/keselamatan Penerima
| Permasalahan Perempuan/anak, | manfaat tersedia |
| Asesmen risiko ; | 2.Hasil asesmen termasuk asesmen
| | - risiko di SIMFONI PPA terisi
; ! | semua.
{ . 3.Persetujuan Kepala UPTD
1 | PPAuntuk tindak lanjut.
| 1. Formulir Rujukan SIMFONI | 30 | 1. Hasil asesmen (Form-form diatas
| PPA-untuk mengakses layanan | menit ' semua terisi)

|

|

| dan mendukung jika dibutuhkan. |
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1. Hasil asesmen awal

5 hari  Gambaran masalah dan kebutuhan

2. Formulir  untuk  assessmen kerja  perempuan/anak dan  keluarganya
lanjutan (Formulir kesejahteraan ' secara  komprehensif’ tersedia
Perempuan/anak, kebutuhan | - (Asesmen kesejahteraan
keluarga, komunitas, situasi . perempuan/anak  dan  kebutuhan

uhan, SIMFONI PPA) - keluarga di SIMFONI PPA terisi)

pengas

| |

1 :

‘ 1

i

i - L_ R _

" 1. Hasil asesmen secara | 60 | 1. Tujuan intervensi yang menakup
komprehensif mencakup kondisi | Menit jenis intervensi,  unitlembaga
Perempuan/anak, keluarga, dan | penyedia layanan yang dituju
lingkungannya, faktor risiko dan beserta waktu untuk mem_,uk
pelindung disetujui oleh Penerima

2. Formulir rencana intervensi kasus ' manfaat/orang tua/pengasuh
SIMFONI PPA ' 2. Rencana intervensi kasus SIMFONI

| - . PPAterisi
"7 1. Hasil asesmen komprehensif 30 ! Formulir rujukan terisi )
2. Rencana  intervensi  kasus | Menit : Persetujuan  rencana  intervensi
. _SIMFONIPPA | SIMFONI PPA terisi dan disetujui
: 3. Formulir rujukan (Rujuk Kasus) ! oleh Kepala UPTD PPA
! !
| [ I
—T l'?b;n_ﬁlinr‘T\ij—ufa;r SIMFONI PPA | 60 ?Pemmjuan untuk  menjalankan
! yang telah terisi . Menit | rencana intervensi
| Hasil asesmen yang relevan [ |
| | |
w :
* Suratrujukan, Formulir persetujuan, ' 30 | Semua dokumen tersimpan dengan
menit | rapi. SINMFONI PP A werupdate |

4

| hasil semua asesmen, rencana
. intervensi

|

-~
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1 . Hasil identifikasi individu Kelompok rentan dan pelaporan tidak
dengan risiko tinggi dari Menit langsung yang akan ditindlaklanjuti
E K elompok rentan di Aplikasi  teridentifikasi
i Penilaian Kerentanan
| 2. Informasi pengaduan tidak
— . langsung -e S
2 iz aar s3emTUAS TR TR SER Forrnulir Detail Perempuan/anak, Informasi awal permasalah
Al 33R MOAS Perrnasalahan Perempuan/anak . perempuan/anak/ kejadian tersedia,
DPPF A nememad vang Serwenang SIMFONI PPA ‘ . verifikasi identitas perempuan/anak/orang
: nill SR B - __ tua/pengasuh termasuk alamat tersedia
1 Mooz Toama Demangoa 1 Hasil identifikasi individu dengan 60 © Ada rencana penjangkauan termasuk
T NFEETA AT R risiko tinggi ' menit | anggaran untuk penjangkauan
merverataare e pad hepelz LPTD ! f
P2 sma eeTLar ‘ ;
é \iemers s memcan2 Denarghauer = Rencana penjangkauan 130 | Rencana penjangkauan dan anggarannya
P s ) " Menit = disetujui
{
s Semner nchagese pemenghean 1 ] o Informasi awal calon Penerima | 60 SDM yang ditugasi memahami tujuan
man faat | menit penjangkauan, memiliki informasi awal
i calon Penerima manfaat yang akan
i dijangkau dan siap untuk melakukan
' penjangkauan
€  Meor.mper sex lage Car Soksmen ) -1 1 Rencana penjangkauan yang telah | 60 Surat tugas, tiket perjalanan, surat perintah
2T TE 4rro disetujui Kepala UPTD PPAdan | Menit | perjalanan dinas
Rencana penjangkauan | 60 Pihak yang relevan siap mendukung
Surat tugas " Menit | pelaksanaan penjangkauan
|
i
Berkas informasi kerahasiaan dan | 60 Penerima manfaat/orang tua/pengasuh
y persetujuan ' Menit = memahami informasi kerahasian dan
menyetujui pelaksanaan asesmen
|
|

o. | i 4o
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Aontak dan yvakmksr calon Penernima

pelayanan jika berubak pikaran. , 1 . R | R R ISR S R - .
Melshukan asesmen rnsiko kemudian ! ‘ Formulir tingkat risiko, keselamatan =~ 60 { !
melaporhanma pada MK ! ‘ | (Permasalahan Perempuan/anak, | menit | .
‘ | Asesmen risiko semua terisi i l 5
. SIMFONIPPA) : ? i
. ' |
Menmdaklanien hasil asesmen risiko . T Hasil asesmen awal, risiko | Penerima manfaat terhubung dengan |
a Jika nsiko ungei. MK merujuk | keamanan dan keselamatan | Pelayanan Kedaruratan i
Penenima manfast ke layanan ! termasuk potensi ancaman dan | |
kedaruraar o S S . rekomendasi intervensi kedaruratan 1
b_Jika bukar risiko unggi- melakukan ! Asesmen lanjutan siap dilakukan
asesmen lanjutan S 1 ! - 1
Membust lsporan penjanghauan ; | 1. Hasil asesmen risiko awal dan | 30 Kepala UPTD PPAmendapatkan laporan |
melaporkan pada Kepala UPTD PPA { ; | lanjutan menit hasil penjangkauan
| |
Melakukar pendokumentasian | | 30 Kegiatan penjangkauan |
‘ i menit terdokumentasikan
i | SIMFONI PPA terupdate

Dipindai dengan CamScanner
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4 SOP Penampungan Sementara

i . Hasil asesmen dan {
; rekomendasi nit | :
| i |
| LPSK, BRSKTP/KBG/AMPK i ,
§ Handayani, Safe House Jakarta, { i
. Balai/Loka Kemensos | |
[ f I ]
D 10 menit f |
| | ]
' {
| |
- 1 - Hasil asesmen dan dokumen Perempuan/anak dibawa ke
| pelengkap lainnya Penampungan sementara
— |
)
i
|
| |
| - —
: 14 hari dan
: bisa
! diperpanjang
= -
, : Tata tertib Penampungan | 60 menit Tata Tertib Penampungan l
{ | y sementara (Aturan tata tertib sementara tersampaikan |
? i merujuk pada SOP i
'. ‘ Penampungan sementara | [
i ! untuk Perempuan/anak Korban ;
y | Kekerasan) !
i g | Selama di penampungan ;
e | o 1 |_sementara_perempuan/anak |
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Mzt peewe~nangaEs Pemesima manfaat

Apatiz yang 17,80 atalen nomor B point (c),
berwoordinas: dengsn oengan Kepala UPTD
PrAcer Pengen e Penampungen sementara.
Apaniz Owperiukan Oapet duskukan Rapat
Kasus Luar Bese (Konferens! Kasus) untuk
MEMDENEs Kasus tersehdt

|
|

¥

|
|

|

» l
|
{

Formulir Pemantauan (Formulir
tindak lanjut di SIMFONI PPA)

| Sampai
| dengan
. bulan

bisa

8a,b

sten 9

|
l
i

i

| men

dapatkan dampingan

sntuk melakukan

axtwitas |

terjadwal termasuk kegiatan
yang ramah
perempuan/anak - }
Perkembangan Penerima

1 manfaat di Penampungan
' sementara tercatat

atau

 diperpanjang

Pertimbangan penyelesaian

layanan di Penampungan
i

pendampingan Penampungan
sementara telah selesai (Lihat
Dokumen Layanan
Perempuan/anak Korban dan
Pelaku Kekerasan KemenPPPA)

Dipindai dengan CamScanner
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i

|
{
1

'

]
|

sementara atau
dikeluarkan/dipindahkan ke
tempat lain tersedia |
Formulir h‘ya;é;
Penampungan sementara
sudah selesai ditandatangani
oleh Penerima
manfaat/orang
tua/wali/pendamping (Lihat
Dokumen Layanan
Perempuan/anak Korban dan
Pelaku Kekerasan
_KemenPPPA) |
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&4

Meauinam pendokumentasian

E—

Dokumen penjelasan
keluar/berita acara rapat (Lihat
Dokumen Layanan
Perempuan/anak Korban dan
Pelaku Kekerasan KemenPPPA)

~ Hasil
. dokumen

' Pelaku

rapat tersampaikan,
ditandatangani |
(Lihat Dokumen Layanan
Perempuan/anak Korban dan
Kekerasan

© KemenPPPA)

-

Jika  pengasuhan terbaik Perempuan/anak kembali ke

perempuan/anak dipilih . pengasuhan keluarga atau
! - LKSA/LPKA -Formulir rujukan di | keluarga pengganti atau
f SIMFONI PPA | dirujuk ke  lembaga |
| pengasuhan !

i 30 menit

Dokumentasi ;e_n;!ampin—g—avr;m;
Penampungan sementara
tersimpan rapi dan

|

SIMFONI PPA terupdate |
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& SOP Pengelolaan kasus

Meave seiwrzh @003~ kasus  umtuk Hasil asesmen yang relevan dengan layanan 10 menit  Dokumen hasil
TENEIIORIT  @yaman vang  sesua yang dituju asesmen sesuai
Lanpatae SOF Pengaduan. dengan layanan yang
dituju tersedia, surat
pengantar rujukan,
penerima manfaat siap
untuk dihubungkan
‘ ' dengan layanan yang
! . akan diterima
Bexooromas Sengan petugas peiayanan | Hasil asesmen dan rencana intervensi 45 Menit  Petugaslayanan
vang Ctuw car mengnformasikan hasil | layanan terkait ~ memiliki informasi
Zues™en 0@T TeNianE TleTvensinya . masalah dan
I . kebutuhan intervensi
o S W TR [ e e i N e ! __pelayanan
Mers ok me Tpahkan penermz mafaat Surat rujukan berisi hasil asesmen, dan = 30menit = Hasil asesmen
Gar menyerahkan dokumen yang dengan rencana intervensi kesehatan ‘ ' kesehatan dan surat
peigyens” kesenatan > (hasil assesmen kesehatan, rencana | rujukan diterima dan
intervensi kesehatan dan rujukan di SIMFONI { dicatat oleh petugas
PPA) pelayanan kesehatan
. o IR S Berita acara penyerahan (BAP) | . BAP ditandatangani
Memberwan intervens. layanan yang { Tergantu  Penerima manfaat
sesua cengan kebutuhan penerima | ng jenis terhubung dengan
manfaat (layanan Kesehatan, ' ‘ A4 intervens | unit/lembaga
penegakan can  bantuan  hukum, { Sl > | i layanan = pelayanan kesehatan
rehabiitas sosial, pemulangan dan | terpenubs . kesehata
reintegrasi sosial — SOP Pendampingan ‘ 'n
untuk setizp layanan) o B 1 | ’_ B B B i
Wemantau kondisi Penerimz manfaat | Formulir tindak lanjut SIMFONI PPA 60 menit = Laporan layanan
melalui  koordinasi  dengan  pihak : | . kesehatan yang
penyecia layanan P ‘ | didapat oleh Penerima
ol : ' manfaat termasuk
: | | . perkembangan {
i f 1 ~ kesehatan Penerima |
: I SN S S N . manfat
: ! ' . Review rencana
[ | ’ | ‘ layanan kesehatan
| | ' termasuk penyesuaian
S S L ! B i & _ | atauperubahan
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c.perivkan adaptasi rencana intervensi
Memutuskan intervensi layanan selesai

Menenma laporan dari  penyedia "__”"'_““4_'%_’

layanan bahwa intervensi layanan telah
selesa: kemudian meneruskan laporan

laporan  hasil intervensi  pelayanan |

kesehatan

| rencana intervensi
| kesehatan tersedia

Hasil laporan layanan
kesehatan diterima

| oleh MK |

pacs Mangaer kasus Kepala UPTD PPA

-— - — - —_dsn ._v_—f—“v-r-- __-.,_..._:‘—_

- meneruskan Laporan pada Wﬁ',‘,u‘,’m_, o

Laporan perkembangan kesehatan Penerima
manfaat
(Informasi tentang layanan di SIMFONI PPA)

60 menit

MK dan Kepala UPTD
PPAmengetahui |
bahwa pelayanan
kesehatan telah

selesai

| S

Melakukan pendokumentasian

30 menit

Dokumen
pendampingan
pelayanan kesehatan
tersimpan rapi dan
informasi di SIMFONI
PPA- terupdate
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w

6. SOP Lavanan Mediasi

Memperugphan sepela dobumer yang
dibutghkan seria ruangan yang aman dan
DY AMEn $OriE menjamn privasi

| Hasil asesmen

. menit

Penerima manfaat endapadmn |
| informasi tentang mediasi
l§

{ | Informasi masalah yang membutuhkan = 60 | Penerima manfaat mengetahui
i | mediasi dan rencana intervensi layanan =menit | proses-proses yang  akan |
| | mediasi @ ’ ditempuh,  kekuatan  dan
} I kelemahan solusi yang menjadi
) el . I _pilihan. 1
- Hasil asesmen dan data pendukung lainnya | Penerima manfaat
i mendapatkan informasi yang
| i | membantu mengambil
i ; keputusan dan penyelesaian
{ ] masalahnya,.
T Ya l‘—j_— 60 Penerima manfaat menyetujui
J B menit rencana intervensi layanan
I mediasi. Jika tidak setuju ke
l pendampingan layanan hukum.
o 1 Hasil asessmen 60 Mediator bersertifikasi
! List mediator bersertifikat menit | mendapatkan informasi tentang |
| | kasus i
[ Berkas pengaduan, hasil asesmen dan data | 60 Aparat kepolisian/petugas unit |
{ pendukung lainnya menit | pelayanan penegakan hukum
! mendapatkan informasi |
{ ; kebutuhan pengaman/layanan |
| k penengakan hukum |
[' i
1 ! Kronologis kasus 2jam | Dokumen pelengkap mediasi |
| f Akte lahir perempuan/anak, KK tersedia i
| ! perempuan/anak, KTP pendamping ;
!' ‘ 3. Formulir berita acara mediasi '
! | 4.  materai .
i 5.  Alat rekaman suara . '
| 6.  Papan flip chart i
| \
- l " | Surat undangan yang ditandatangani oleh | 1 hari Surat  undangan  mediasi | ;
[ Asdep Layanan setelah memdapat laporan didistribusikan pada pihak yang ’
| dari para Kepala UPTD PPA | relevan |
' |
. N _ I i 1 N _,3
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14

fiasi

ila perempuan anab korhan dan atau

polaku adalah perempuan anak |
berhebutuhan khusus maka harus ada
pendamping khusus yang bisa membantu
m-ﬁ&amhuhpnpthlk

dan pemah kepada
m““mmm
teryadh)

Melaksanakan medias)

a  Mediasi berhasil. ke no 9
b Deadiock, melaporkan secara pidana
atau membuat gugutan sccara

perdata
Membuat akta perdamaian tentang
kesepahatan medias)
Menandatangani akta perdamaian (korban
dan pelaku)
Menjalankar kesepakatan medi

. ** pihak yang relevan dapat:
| | Keluarga korban dan pelaku, -

kesepahatan

Menenma lzporan layznan mediasi telah
-eh-hmudlmmmhpom:

. pada hepals UV | B { |

wﬁ-ww

et
|

f 4 | Pekerja sosial pendamping
| : . Kepolisian, jaksa, Bapas, tokoh |
| { : ‘ | agama, tokoh masyarakat |
{ |
| { | | |
| | L] |
R " Informasi masalah yang membutuhkan = Maksi | Mediasi lcrlaksana.keupakam
deadlock | | mediasi dan rencana intervensi layanan = mal3x | tercapai atau tidak
| - | mediesi | S I _:
| ! ! | i
| | |
Mediasi } | | j
berhasil I RN N SIS, SPTIEE: (PRIt J S, Sl |
1 ] Formulir Akta perdamaian dan surat = 3 hari | Draft Akta perdamaian dan
; pernyataan kesepakatan damai ; surat pernyataan kesepakatan |
{ | damai diperiksa oleh semua |
| S D || patisipanmediasi
" N N Akta perdamaian 10 | Akta perdamaian |
1 > I Materei | menit ditandatangani oleh semua
| 1 . | | partisipan mediasi
) T | =1 | Formulir permohonan penetapan mediasi | Penerima manfaat meneuplmn
— ‘, | pilihan untuk mendaftarkan atau
{ l - 1 tidak B
T [ | Pengajuan permohonan mediasi |
‘ | ditetapkan  oleh  pengadilan |
L B S U S | negeri yang berwenang
i i a
: ’ ?
d — e s _6 e ————————————————— ——
T Dokumen-dokumen  sclama pelaksanaan 30 1.  Dokumentasi i
‘ | mediasi ' menit pendampingan  mediasi |
{ i tersimpan rapi I
| S S M L . oo ol
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SOP Pendampingan Korban

Hasil asesmen dan Rencana

10 menit

. Dokumen hasil asesmen

1 Mengecek  ulang  hasil  asesmen  dan | } ‘
rencana intervens: layanan | intervensi layanan (SIMFONI PPA) dan rencana intervensi
|1 dipelajari
| | . Alamat penyelenggara
} : oy L | leynanrujuken tersedia
2 Memberkan informasi tentang proses { j [ | Informasi proses layanan | 45 Menit | Penerima manfaat
layanan termasuk factor pendukung dan ‘ i | memahami proses yang
penghambat yang akan mempengaruhi | : akan dilaluinya saat
proses  layanan dan  memastikan 1 | menerima intervensi
pensetujuan penerima manfaat i ‘ 1 . o [ | layananterkait
3 Memberikan intervensi layanan 7" surat rujukan berisi hasil asesmen | 30 menit | Hasil asesmen kesehatan
! 7 dan rencana intervensi kesehatan dan surat rujukan diterima
: ' (hasil assesmen, rencana intervensi dan dicatat oleh petugas
[ } dan rujukan di SIMFONI PPA) pelayanan BAP
- B ' | Berita acara penyerahan (BAP) [ ditandatangani B
3 Melakukan komunikasi secara intensif S AR , ’ , Tergantung Mendapatkan informasi
cengan penyelenggara layanan dalam ‘ { - jenis | perkembangan penerima
rengka memantau  perkembangan | | | Belum intervensi layanan
penenmz manfaat i : i e layanan
—— | { kesehatan 2
s Mereview hasil layanan \rencana - T | Review rencana layanan
intervens: layanan sudah terpenuhi ‘ kesehatan termasuk
semua atau belum, apakzh diperlukan ; | penyesuaian atau
acaptas rencanz intervensi layanan ‘ ! | perubahan rencana !
| ] intervensi kesehatan
x Ya tersedia a o oo
| I—"hl Laporan hasil intervensi layanan dan Hasil laporan layanan !
- — perkembangan penerima manfaat LN R i
N Laporan perkembangan kesehatan | 60 menit MK dan Kepala UPTD {
Penerima manfaat PPAmengetahui bahwa
(Informasi  tentang layanan di pelayanan kesehatan telah
‘ SIMFONI PPA) | selesai
i — . N S
30 menit | Dokumen pendampingan
| pelayanan kesehatan
| tersimpan rapi dan
] ‘ | informasi di SIMFONI PPA-
4oL lterupdate
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